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PERATURAN DAERAH KAEUPATEN BANGGAI

NOMOR 4 TAHUN 2607

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

1]

DI KABUPATEN BANGGAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

bahwa dalam rangka oendaftaran penduduk cemi kelancaran dan
ketertban peleksanaan peadaftaran penduduk dipandang perlu diadakan
pengaturan tentang Pencatatan Biodata, Nomor Induk Kependudukan,
Katu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta peristiwa
kependudukan;

bahwa untuk memberikan pengakuan, pencantuman status pribadi dan
status hukum setiap penduduk yang bertempat tinggal diwilayah negara
Kesatuan Republik Indonesia maupun yang berada diluar Wilayah
Republik Indonesia diperlukan penerbitan dokuman penduduk dengan
pencantuman nomor sebagai kunci akses tinggal yang bersifat nasional;
bahwa untuk penerbitan dokumen penduduk Ciperlukan data yang
lengkap. menyeluruh dan akurat atas peristiwe rependudukan yang
dialami oleh dirinya dan / atau keluarganya.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan
¢ perlu membentuk Peraturan Daerah tentany Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabun=*=" 8angg:l.

Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah
Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Rl Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).
Undang - undang Nomer 1 Tahun 1074 tentang Perkawinan {Lembaran
Negara Rl Tahun 1974 Nonior 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3019);
Undang — undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Kzimigrasian {Lembaran
Neqgara Rl Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 3474y
Undang - undang Nomor 10 Tahun 1692 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Segjahtera ({Lembaran
Negara RI Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1989 ientang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3886);
Undzng-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anzk
(Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4235),
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Fembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Caerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentan
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 3{?
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang teiah ditet :
aly apkan
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 {Lembaran Negara Rl
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4548);
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Yo Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tenlang Penmbangan Keuangan
Antara Pemenntah Pusat dan Daerah (Lembaran Hegara Rl Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republk Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2006 MNomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634),

11, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 lentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara 4674 );

12, Peraturan Pememerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah  dan  Kewenangan Provinsi  sebagal Daerah  Otonom
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

13.  Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 119);

14 Peraluran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2000 Nomor 35 seri D Nomor 13);

{6, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-L.embaga Tehnis Daerah Kabupaten
Banggai (Lembaran Daerah Kabupalen Banggai Tahun 2003 Nomor 24
Seri D Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

henetaphan . PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BANGGAI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Oal i Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1 (aerah adatah Kabupaten Banggai.
cmenntah Daerah adalah Bupati beserta perangkal daerah sebagai unsur penyelenggara

pemenntan daerah '
3 Bupab adaleh {upali Bangga!
1 Dowan Pervakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DRPD adalah Lembaga Perwakilan
i Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
ondudak adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat linggal di Indonesia
Warea Noegara Indonesid yang selanjulnya disingkat WN! adalah orang-crang Series lndOneéia

dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara

feayal Dac

lpaonesid

Warga Hegara Asing yany selanjulnya disingkal WNA adalah orang bukan Warga Negara
i\ nes' -

"o

Y
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20. Kartu Keluarga yang selanju

Instansi pelaksanad adalah

J/arga Negara Asi .

tepublik H{{jap.a:il?jg,“;r ;g,f‘?a‘ tetap adalah Orang Asing yang berada dalam Wilayah Negara

mstansi penyelen ﬂ’lél;a 31 mendapat izin masuk dari instansi imigrasi dai izin tinggal tetap dari

War aa Ngr ar '-c" . ;

:—;:r‘aa‘tas di‘n;;;“‘% T';“JZirﬂRTerbatae;. adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu
- ‘ 2l e fa N * - . . N

instansi pelaksana 9 epublik Indonesia dan teleh mendapat izin tinggal terbatas dan

Pendaftaran Penduduk ada! _

y epe;:d:d:} ane’;";‘]d“k adj-ah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelancran peristiwa

dokumen Keosndud ‘f'endﬂ_‘aa" penduduk rentan administrasi kependudutan serta penerbitan
me ludukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

. Pencatatan Sipil A e
an Sipit adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh sesecrang dalam registrasi

Fenca_:a an sipil pada instanst pelaksana.
‘enstiva Kepend - iadi H
:]::vl'?:)l"p-j]KtT\'et;“.UdUkan adalah Ke;adian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena
\;p -:"i.u;' I‘ﬂél' I?El t%rhadao| penerbitan atau perubzchan KK, KTP dan/atau Surat Keterangan
ngpenduduban lamnya meliputi pindah datang, perubahan alam status i
menjadi tinggal tetap g.p alamat serta status tinggal terbatas
:: u'i penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir
-Irc..l. p_lr\a-,unan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak,
perubahian nama dan perubahan status kewarganegaraan.

L i { . . s »
Dokumei Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang
mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentk yang dihasikan dari pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

5. Data kependudukan adalah data orang per seorangan atau data agregat yang Dersyukiur sebagal

hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemer: data tentang jati diri, informasi dasar
sena jati din. informasi dasar serta riwayat perhembangan dan perubahan keadaan yang diatami

oleh penduduk sejak saat kelahiran.

7 Nomor Induk  Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk

yang berisifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai

Penduduk Indonesia. . .
Nomor Induk kependudukan Sementara yang selanjutnya di singkat NIKS adalah Nomor Identitas
Penduduk yang bersifat tunggal, secara nasional diberikan sekali kepada Orang Asing Tinggal
Terbatas yang terdaftar sebagai penduduk suatu Kebupaten I Kota.

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Identitas resmi penduduk sebagai
pukti diri yang diterbitkan cleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indones!a. |
tnya disingkat KK adalah kaitu Identitas Keluarga yang memuat data

unan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
t terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, isteri dan anaknya, Ibu
ang lain dan menjadi tanggung jawab kepala heluarga.

tentang Nama, sus

Keluarga adalah uni

dan Anaknya atau beserta of

Kepala Keluarga adalah . - N

a. Orang yang pertempal tinggal dengan orang iain baik mempunyai hibungan darah maupun
tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.

_ Orang yang pertempat tinggal seorang dir?. _ . |
2 Keg:»a(i;ay Kesatriaan, asrama, rumah yatm piatu dan lain — lain dimana beberapa orang

empat tinggal persama — sama -

bertemp 99 ‘perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan
g melaksanakan pelayanan da’lam urusan administrasi k.ependudu};an

(it el a5 Instansi Pelaksana yang selanjutnya cisingkat UPTD Instansi

pelaksana Teknis Dinas s
gg:;ksana adalah satuan kera ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan

ipi an kewenangan menerbit.kan akga. N .
sipil deng  adalah Pegawai Neger Sipil yang diberi tugas dan tangqungjaviab memberikan

as reqistras . o |
r;z;:?anan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan
:)Ql:yajian data kependudukan di desa/kelurahan.

adalah orang yang menjalinkehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam

\naaota keluarga
fl':;)'-l!l pangunan dengan Kepala Keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan

jormnnya
33 .,
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BAB Y
PENYELENGGARAAN
Pasal 2

{1} Penyelenggwaan pendaitar :
| ) . penducuk dan pencatatan sipd Shakusan med
a Pencalatan bodata untuk r :%:m
Wr MenerBan NIX. pencatian penshs
pErcataan pendudul rentan Admicestac W“: J -
b Pencatatan peristiwa perting
¢. Penerditan dokumen hasi mdtz pendudub, tertiin Bodaia penduas
dan Surat Keterangan Yependudukan. ‘ S S
d  Penertstan dokumen hasd pencatatan spd. terdin dan | Akta helahran Riata Xematian Akt
Perrawsnan. Akta Percecaian, dan Aita Pengak an Anak |
) Perqbaruan #13 pencatatan sl karena tenadinya perisiwa pendng trdn dan, Penganghatan
Anak, Pengesahan Anar. Perwbatan Nama Perubahan Mewarganegaradn, dan Pensted
Pentng lainnya
(7) Penyelenggaran pendafaran pendudub dan pencatatan sod sebagamana dmaksud pada syt (1)
diak sanad an oleh Instang: Pelgksana

BAB I
PENDAFTARAN PENDUDUX

Bagan Pertama
Pencatatan Biodata, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Peadudul

Paragrat 1
Pencatatan dan Pemutahiran Biodata Pendudul
Pasal 3
sl 5 anaan pencatatan dan permutaheran bodata penduduk déaiuhan oieh inst s Paiaksana, untuk

s L3 shatus dan bebenaran dentlas yang gk gleh penduthuk
Pasal 4

(1) Bicdata penduduk epbagwmand Gmaksue dalam Pasal ) adalah rmewpadan data awal
endaftaran penduduh

(4 Ei;ﬂdt.‘l.pi_‘l‘-ludw sediit memuat elemen data tentang NEIXNIKS, nama lempat dan tanggal ighs,
alamat senta jay ¢ lannya secaa jenghap dan perubahan data sehubungan dengan pershwa

penting dan persitiwa pependudukan yang dalarms dirinya dan atau keluarganya
Pasals

abaganmam.smdaari’ass 3 diahukan berdasaran laporan

mutahaan tiodata pendudy. S
Pemu n pioda e - P e

pef‘. Sudur '!;l;‘.-.] :;'_;Laf'-;&m C&B‘“ Sur

Pasal b

nahan Dodata 3 emaksud daiam Pasal § uehis WAL WNA Tinggal

Fe’ﬂi{ﬂu.\’: et ulle - Toim ym w’w & fuar . perisime )

Terbatas dan wWNA TingS
ke indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasas an laporan peng sufing .

puluh) hawt heja se hedatangart

24
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Paragraf 2
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 7
(1} Setap penduduak srikan
o s”';, "le-;;l J}ﬂi’:*g:ﬁ.rt.‘ :‘“J(‘ yang merupakan akses tunggal yang bterlaku nasional yang
-1 Rl e O It 3 i=rak s . . 3 ' ‘ .
sElmiGH h!,_‘,ujp‘ aku sampai meninggal dunia serta tidak digantkan oleh crang lain
7y MK sebigaimana dima ; .
) '};ﬁ..p"k K -’(;,m' E‘:'“dt‘m"hs“;’ pada ayat (1) juga digunakan sebagai pengznal untuk memberikan
. atatan oiprt certa pemberian pasport, SIM. Nomor Pokok \Vajib Pajak dan Kartu
Pengenal lainnya untuk pelayanan publik. o

{3 H\ sebagams I i i
(2) ‘|,J ebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah kepaca penduduk setelah
dglakukan pencatatan biodata penduduk.

Pasal 8

Setap \J‘.ﬂf\ﬂr‘: Tinggal tetap dan YNA Tinggal terbatas, dapat didaitarkan dan mendaftarkan diri untuk
dicatat NIKS dengan diterbitkan KTP Wargz Negara Asing.

Paragraf 3 "
Kartu Keluarga

Pasal 9

(1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga ( KK ).
(?) Setiap Penduduk V/NI dan orang asing tinggal tetap wajib tercatat dalam kartu keluarga ( KK ) dan

hanya tercatat dalam satu KK
(3) Anggota Keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga adalah mereka yang secara

kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
Pasal 10

(1) Setiap KK wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau anggota keluarganya kepada

Kepala Desa/Lurah. - |

(2) Ke?va,iiban sebagaimana dmaksud pada ayat ( 1) berlaku bagi anggota heluarga bila Kepala
Keluarga berhalangan.

(3) Selambat-lambatnya dalam jan
kepala keluarga dan anggota ke

gka waktu 30 ( tiga puluh ) han setiap perubahan yang terjadi atas
Juarga wajib dicatat dalam KK.

Pasal 11

(1) KK diisi bersama oleh Kepala Keluarga dan Kepala Desa / Lurah berdasarkan permohonan dan
c '

r eual ketentuan yang berlaku bagi WHNI. | :

(2 gergyg\;jahtlz:\n Sgggalti]:\?geal teta);() maka pelayanan KK dilakukan di Instansi Pelaksana dengan
) bag(; ' rirany crmohonan dan persyaratan sesuai ketentuan berla]ku_ |

(3) Kir dﬁﬂ']( da!gm rangkap 4 (Empat) yang merupakan data Administrasi bagi Camat, Kepala Desa /

Lurah, RT, Kepala Dusun / Lingkungan dan Kepala Keluarga.

Pasal 12

. tentang Nomor KK, nama lenqkap. Kepala dan
ns 3 ., memuat elemen data t€ - _ anggota
() m’(] scd;!uél;):lc;a’[‘:i:mm NIk / NIKS, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan dan
g t,J{”J(Jc
pohenaan .
() Momor KK gebagaumaiie
netubahan kepald keluargd

na (imaksud pada ayat {1) berdaku untuk celamanya kecual terjadi

Dipindai dengan CamScanner



Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 13

(4 S‘: & niehole VAIN [ 0 H
(1) _; f;: p.lc_ng!udu.-c YINIdan v /NA yang tinggal tetap dan telah berumur 17 (Tujuh belas) tahun atau
kr al ‘j‘..;m atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
{Z) rendl au A
<) rfm{. v sebagamana cimaksud pada ayat (1) hanya memilki 1 (satu) KTP yang di delamnya
B yf:-'f\ﬂuul ipcs’ﬁ}‘d:&l sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
() ":,.‘.‘ lkl.ut.d: s:eEap pendudut. WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara Nzsional
n U _; ma.,la \:al_\tu 5 (ima) tahun kecuali bila terjadi perubahan deta
) KTP untuk setiap penduduk WNA yang tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayet (1)
dhsesyalk ?n dz_’ngan masa berlakunya izin tinggal (etap.
j_-.-._’u”, f:‘icjdqm. V/NI yang telah berumur 60 (enampuluh) tahun keatas diberikan KTP yang berlaku
Sgumur maug
| ‘-::-31: erian KTP dilakukan olen Instansi Pelaksana
K1 -,.-;,n‘g talah berakhir masa berlakunya wajib cilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan
‘ -.‘.:;.::d; Kepala Desa/ L_urah untuk diganti dengan yang baru.
3) KT yang rusak atau hilang dapat diganti dengan yang baru setelah ada surat tanda lapor hilang

aari kepelisian setempat.
Pasal 14

tan, dengan ketentuan

11) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna penduduk yang bersangku
arna merah, atau

Penduduk yang lahir pada tahun ganji, latar belakang pas photo berw
b, Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
2 em X 3 cm dengan ketentuan 70%

(2) Pas photo sebagaimana gimaksud pada ayat (1) berukuran
(tyjuh puiuh per seratus) tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dar vuen aiperbolehkan

menggunakan cadar.

-~
~_

Pasal 15
Dot umen biodata penduduk, KK dan KTP ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk / diberi
nangan oleh Bupal

Bagian Kedua
pedaftaran Perubahan Alamat

Pasal 16

fzsm hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajb menyelenggarakan
panerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan Denduduk Dalam
Wilayah Indonesia

Paragraf1 _
pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia
Dalam Wilayah Indoriesia

Pasal 17

akan pindah dalam wilayah indonesia waph melaporkan k
by \e
4 ¢ daerah asal untuk mendapat surat keterangan pindah p pada
dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat
' an
atu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan eranggbdaar:i

(1) Sebap pendudub VNI yang

instansi pelaksan
(2) Pindah cehagaimana !
O untul waktu lebih dart 1 (s

1 (satu) tahun.

Dipindai dengan CamScanner



{3) Pencuduk VNI yang pi

i pindah ky :

(4) a’é’f&i?é‘#f | oerangan Pindah Genar | (52%) tehun sebagaimena cimaksud pada 2y2t 2)

o urat keterangan pi ntara. ‘ ! )
bersangkutan wajib mel gan pindah sebagai ;
, : apork "dll sehagaimana dimak /
keterangan pindah datang. ran kepada instansi DEIaksarlua?dlrisduactlargidti?uaaynai ‘}JU)V Eﬂe nd%?tUR i
juan untuk penerbitan surat

(5) Surat keterangan pindah d
Y atang sebagai .
penerbitan atau p agaimana g
perubahan KK dan KTP bagt pandtut yars et e e
- ersangkutan

Pasal 18

l“ NSt Cl( IP‘S] d v i
be 1 .".!',n]iq[ EJ.«»' y e gg? a ‘a pe da |

Pasal 19

(1) Setiap WNI untuh mendapatk
sebagdimana dimaksud d:fliriaf?a?;’(??k:ﬁ{???i" ""3“""“ dan surat keterengan pindah datang
.»:_.a&:;qarj? be_rdasalkan klasifikasi sebagai berikutarj (3) penerbitannya dilaksanakan oleh Instansi
asifikasi | ye i .
b Kiasiﬁc\;; !uyy]wn:tlupignduar} penduduk antar Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) K=" »mactan:
Y Kinsifikasi Il ¢ h Pm §1penduduk antar Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten: '
d' Klasiﬁk\ ey YE;'_tU pl_nddh penduduk arj'ar Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinst;

() Kalsifika cab yaitu Pindah penduduk antar Provinsi dalam wilayah Republik Indonesta.

‘) .asi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

' Paragraf 1
Pindah Datang Penduduk Warga Negara Asing
Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 20

zin tinggal tetap yang pindah dalam

Lemilik izin tinggal terbatas dan yang memiliki i
ahannya kepada Instansi Pelaksana

(1) WNA yang n

yilayah Republik Indonesia. wajib melaporkan rencana keoind
di daerah asal.

(2} Berdasarkan pelaporan seb
menerbitkan Surat Keterang

(3) WNA sebagaimana dimaksud pada ayat
daerah tujuan paiing lambat 30 (tiga pulun

ourt K angan pindah Datang sebagaimand dimaksud pa
ke au Surat Keterangan Tempa

ud pada ayat (1). Instansi pelat sana mendaftar dan

agamand dimaks

an Pindah Datang.
(1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di

) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah

da ayat (2) digunakan sebagai dasar
t Tinggal bagi WNA yang

(4) Surat Keter
perubahan dan penerbitan KK, KTP at
persangkutan.
Bagian Keempat
pindah Datang Antar Negara
paragraf 1 '
pindah patang Warga Negara Indonesia
pasal 21
ab melaporkan rencana kepindahannya kepada

. . Neger W
) Penduduk Wl yang pmddh ke Luar Ne9 ‘

Instansi pelaksand: emgaimana di maksudki;‘ pada ayat (1) Instans! Pelaksana mendaftar dan
?) be .an laporan S€7¢ : e Luar Negeri
(@) Bere rangan " o dimaksud pada ayal (1) dan berstatus menetap di

itkan Surd e g aimana SRV
menerbilhd lah indah Sebagrwakilan Republik Indonesta paling lambat 30 (tiga puluh)

. a
penduduk WN'_chgw orkan kepada

luar neger wajio ! anya
hari kerja sejak edatand? Y

—_
—
~

~—

(3)
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Pasal 22
NEYang datang dan tuy
1t \
. At {ompat be
S pprdasgian f_l:,'_\"y;‘ \

ek an Surat Kete
.3 5 AL M !\‘ ."‘I\‘”‘l”l\

Neden Waih iy

ts) hag ket ¢
ehagam \

y Larnyd AT (
Lt porkan Redatangannya bepado Instansi Pelaksana
Ak Lang gl kedatingan

W ik ;
-t!-mq|d ":i“" pada Ayat (1) nstanst Pelakeana mendaftar dan
ST egen sobagal dasar penerhitan KK dan KTP

Patagraf 2

Pindah Datang Warga Negara Asing

Pasal 23

‘ \ ,\;k.',\‘.:\ n:x-al\h\:'n.:.l\ Ungaal terbatas
R faih Wy, Yany telah berubah statys

ca = b ‘.“.!‘,‘Jf tngaat g wilayah Indones
"M TS (empat bolas) han hera se |
wrdasaan Laporan seban;

yang datang dan luar negen dan WNA yang
sebaga pemegang 1z bnggal terbatas yang
1, wagb melaporkan kepada Instanst Pelaksana
. 1ok diterbitkan 12in inggal terbatos

ocbitan Surat Kooy :'-‘n}‘um dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan
_ ERRen L Trangan Tempat Tinggal

) Masa beraku Surat Keterangan Te
| S A Hangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
g0 masa bertaku izin tnggal terbatas

) eloranom VYN T 2
VAeterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat () wapb dibawah pada saat

bepergan

disasualan de

Pasal 24

Soban WNA vang memilis zin tnggal terbatas yang telah mengubah status menjadi WNA yang
memERr i ingaal tetap wapt melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat
0elas) han Kernja sejak diterbitkan izin tinggal tetap.

U Geroas iy loporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana dan menerbitkan

Pasal 25

| Sonan UUNA vana memith zin tngaal terbatas atau yang memiliki izin tinggal tetap, yang akan

e e Jo nesen waith malaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas)
1 herna g.p&g';;nf rencana kepindahannya A

© e lacoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan

Bagian Kelima
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 26

. el )
Slihsana wah melakukan pendataan penduduk rentan administras: hependudukan yang

j.orban bencana alam,
Lorban bencand sosial,

san
penduiiul &8

rang terlantar, dan

Vi

sndudia

sunitas terpencil

e joh rentan admimstrast kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
siE Tty 1} _H\“.', .;! ‘.\\ Han « ’
PN F O dlakukan ditempat sementara | |
dilak 1 dimaksud pada ayat () dlgunm\qn sebagar dasar penerbitan Surat
pendataan § -\\E!JQ.'\!IH:\ L,mk P.mdmiuk B on Adinishrasi A
Hqan Kepe vdudukan v tan dan tata cara pendataan diatur dengan Peraturan

: ~ n danat
hury! a dan b dapa

Wiyt mengehdl [‘t‘.iS)'le.l
lehity 1ty £

. ACg UG K
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BAB IV
PENCATATAN SIPIL

Baglan Pertama
Pencatatan Keiahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelzhiran ¢ Indonesis

Pasal 27

i) Se8 ‘...'_-ra.' ::'ar:-v.',a;:t? dilaporkan oleh penduduh kepada Instansi Pelaksana & - X
persta eiahean paling lamoat 60 (enam puluh) hari sejak kelahran

[7) Laporan sebagamana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pe S ¢ t
w13 refahiran dan menertahan kutipan a3 kelahran

() Fubpan ala helahwan sebagamana dmaksud pada ayat (2) yang pelapannya dlakukan tepat

waktu {sebelum 60 han serak kelahiran) diberkan kepada panduduk tanpa dpungut biaya
Pasal 28

i1} Pencatatan kelahe an dalam ragster akta kelahwan dan penertetan kutipan akta kelahean lor
penstwa helahran seseorang yang Sdak diketatns asal-usulnyd atau heberagaan orang luanya.
ddasahan pada laporan orang yang menemuban dienghapi Berta Acra Pemerbiaan dan
AepROusSiEn
') Kubpan 3hta helahoan sebagamana dmaksud pada ayat (1) dlerbitkan cleh pejabat pencatatan
sipd gan dismgan oleh instans Pelaksana

Pasal 29

(1) Dalam hal tempat penstma kelahran berbeda tempat tnggal atau domesi Pejabat pencatatan
sipd yang mencatat dan menarbiian kutpan aa kelahran sebagamana amaksud dalam Pasal
27 ayat (2) benanggungiawad memberitahukan hai emaksud kepada und kena yang mengeiola
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diwilayah tempat domisik

(2) Pencatatan kelahvan bag anak temuan atau andt yang boak dlvewtu asa-usuinya sebagamana
dimaksud dalam Pasal 28 oiakukan oleh pejabat pencatatan sipd, dimana tempat temukannya
anak berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukt-bukd [ain yang menguatan

Paragraf 2 .
Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Indonesia

Pasal 30

» terbatas dan tnggal tetap yang diatwian i luar wilayah
Anah. dan WNI atau WNA yang tnggal - .
%r:J;nes?: sotelah kembali he Indonesid gcatat oleh) :;mkﬁla Mmmm badasa;an aporan
pendudyh. yang bersanghutan paing lampat 30 {vga P

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 31

: -maksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaw Datas wakty
1) Pelaporan kelahwan sebagaimana Gmaks .
T e e, e s s
iahsanahan setelah mEROPTBTEL o wakty 1 (st t2hun sebagamana dmaksud pada
(7) Pencatatan kelahran yand kan penetapan Pengadian Negen.
aat 1) a,gaksanakanbemas memamwmm dan (2)
(3) Tata cara dan persy¥iZ PICe pag
gt lebih lanjut gengan 39
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Bagian Kedua
Pencatatan Lahir May

Pasal 32

(1) Setap lahir mat wagb dtaporkan '
puluh han Yerja sejak lahir mas Oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (%g2)

7) Instansi Pelak
[A?::aﬂq e sanasebagmmn&sudpadaayamm Sarat Keterangan Lahw

(3) Tata Cara dan Persyaratan pencatatan lahic mat digtur d - Bupat

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Paragratf 1
Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pasal 33

(1} Perkawnan yang sah menurut peratiran perundang-undangan walid diaporkan oleh penduduk
kepada Instansi Pelaksana ddempat terjadinya perkawinan paling lambat 50 (enam puiuh) han
sejah tanggal parkawinan

(2) Berdasarkan laporan sebagamana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Percatatan Sipll mencatat
pada Register Akta Perkawnan dan menerbitkan Kutpan Akla Perhawinan

(1) Pencatatan reqistrasi akta perawnan dan penerbitan kutpan akia periawinan sebagamana
¢maksud pada ayat (2) bag penduduk yang beragama islam dilakukan oieh Cepartemen Agama
metahn Kantor Urusan Agama Kecamatan ‘

(4] Kutipan Anta Perkawinan sebagamana dmaksud pada ayat (2) dan (J) masng-masing Giderkan
kepada suany ¢an istn

(5) Pelaporan sebagamana dmaksud pada ayat (1) bag penduduk yang beragama slam dlakukan
Jleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

(6) Data hasil pencatatan atas peristwa sebagaimana dmaksud pada ayat (J) wapb disampaikan oleh
KUA Kecamatan hepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah
pencatatan perkawinan diahsanakan.

(7} Pada tnghat hecamatan laporan sebagamana dimaksud pada ayat (1) clakukan pada uPTD

instans: Palaksana
Pasal 34
Pancatatan perkawinan sebagamana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku pula bagt

a Perkawinan yang ditetapkan oieh Pgngad-‘lary; dan ,
b Perkasnan WNA yang dilakukan i Indonesia atas permintaan WNA yang bersangkutan

w

Datam hal perkawinan tidak dapat dibukbkan gdengan 3kta perhawinan, pencatatan perkawnan
dlal yhan setelah adanya penelapan pengadian.

Paragraf 2 _ _
pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Repuolik Indonesia

Pasal 36

Lohan VN O wigyah Indonesia. setelah kembai « indonesia w
d m::; d;e:a::»a na paling fambat J0 (uga pulch) han kerja seja iedatangma,m

Pt aeanan yang
ditaporian kepada Insu

40
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Bagian Keempat
Yencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 37

{1 Yembatian perhawinan wapl dila
epada Instansi Pel

o
LWy |

. porkan oleh penduduk. yang mengalami penbatalan perkawinan

dnsana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan

. ‘ : :'»Y‘J-:‘ﬂ in ppi".;w.llhlll yang telah |“e|npei-0|eh kekuatan hukum teI‘P

(4 stanst peidksana: sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutpan keputusan akta
ceraninan dan kepemiihan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan

UiRAWINAN

(3) Tata r.a‘e{ dan persyaratan pencatatan pembatalan perkawinan diatur lebih lanjut dengan
Heraluran bupat

Bagian Kelirna
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Indonesia

Pasal 38

(1) Perceraan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling iambat 60
enam puluh) han kerja setelah putusan pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai
hekuatan hukum tetap

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencalatan sipil mencatat
padareaster akta perceraian dan menerbitkan kubipan akta perceraian,

Paragraf 2
Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 39

Perceraian yana dilakukan WNI di luar wilayah Indonesia, setelah kembali ke Indonesia wajib
¢laporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tga puluh) hari kerja sgjak kedatangannya.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 40 -

(1) Pembatalan perceraian bag: penduduk wajib dilaporan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana
Paling lambat 60 (enam pulh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian
mempunyai hekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut kutipan
Jhta perceraian dan kepemiikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan
Perceraian -

(3) Tata cara dan persyaratan pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih far jut dengan Peraturan

Bupati

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Indonesia

Pasal 41

(1) Setap kemalian wajib dlaporkan oleh keluarganya atay yang mewakili kep: .
Simg tambat 30 (b3 puiub) han sejak kematan. Epada Instans; Pelaksana

4

Dipindai dengan CamScanner




T TR TR .,

(2 f_"f‘;d"i'f”m: laperan sebagaimana dimaysyg pada ayat (1) Pejabat pencaiatan sipil mencatat

. ”L aﬁ ; t’g:rhf ydr--ta ff;emahan dan menerbitkan kutipan akta kematian,

(3) o ' ¥ématan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dilakukan berdasarkan surat
keterangan kematian dari pihak yang berwenang

{4) Dalam hal terjad ketidakielas _ 1 .
\ e JElasan keber, r atay mati tetapi tidak
dtemukan jenazahnya, pe : beradaan seseorang karena hilang atau p

Ncatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil bary dilavuvan seteizh adanya
penetapan pengadilan. : ’
{Yalan hal terjadi kematian ceq
pencatatan kematian berdasa

{5} €orang yang tidak jelas identitasnya, Ins.ans: Pelaksana melakukan
7kan keterangan dari kepolisian.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian di Lyar Wilayah Repubiik Indonesia

Pasal 42

cematian WHE di luar w
ncalat kepada instansi
cmalian

layah Rl wajib dilaporkan keluarga atau yang mewak i keluarga d_an wajib
yang bervenang di negara setempat paling lambat 7 {tujuh) hari setelah
) etelah deatat oleh instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perwakilan negara
Pelaksana di Indcnesia dan mencatata paristiwa tergebut d_an
Ci pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan menganai kematian

ol

' melaporkan kepada Instansi
Japat dyadikan alat bukti

seseorang

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anzl..

Pa. agaraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Indonesia

Pasal 43

noatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadian ditempat tinggal
cmonon
\4) rencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wejib dilaporkan oleh
“endudubk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akat kelzhiran paling lambat 30
10 pulrhy han kerja setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
} berdasakan laporan sebagamana dimaksud pada ayat (2), Pejabat pencatatan sipil membuat
“atatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran

Paragraf 2
Pencatatan Pengangatan Anak WNA di Luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 44

1) Pengungkatan anak WNA oleh penduduk WNI dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi
elaksana ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan
Fembali ke Indonesia '

1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mengukuhkan
felerangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 45

(1) Vengakuan anak wapb dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana
puiuh) han sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan j
bersanghutan.

(2} Kewapban melaporkan sebagaimana dimaksud pada a
agamanya tdak. membenarkan pengakuan anak yan

42

yat (1) dikecualkan b
g lahir dilyay hubungan p
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1y cerdasaikan laporan sebe
N ln'u:znm 1;’::-:[ !:n et'kifj-umana dimaksud pada ayat (1), pejabat percatatan sipil mencatat
(I3 TediRiEn dnld pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Paragraf ¢
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 46

(1) %;“ﬂa‘) pen?esahar) anak wayib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat
30 (tga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu anak yang bersangkutan melarukan perkawinan dan
mendapathan akta perkawinan.

(2) Kewapban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang
agamanya tdak membenaikan pengesahan anak yang lahir diuar hubungan perkawinan yang
Sah

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat pencatatan sipil membuat
catatan pingair pada akia kelalvran

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 47

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan neger tempat
pemohon. )

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wayb dilaporkan oleh

penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditenmanya

salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pendudux ‘ -

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat pencatatan sipil membuat
cealan pinggir pada register akia pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil

) Paragraf ?
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Indoncsia

Pasal 48 o
dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang

Pelaksana ditempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan
) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janjs

Perubahan kewarganegaraan
Lersanghutan kepada Instans
paling lambat 60 (enam puluh
=ahg oleh Pejabat ’ ‘ - B
(7) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pejabat pencatatan sipii membuat

catatan pinggr pada akta pencalatan sipil

Paragraf 3
pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Dari WNI menjadi WNA
Di Luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 49

(1) Pelepacan hewarganegaiaan indonesia menjadi kewarganegaraan asing diberitahukan oleh

crwakitan Repubibk [ndonesia setempm pada !-Mnn'mn yang berwenang unut ~awuskan nepada
hitanies Pelaksand y"m'm,,".phulhm akta pengalalau sipil yang bersanghutan

. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peabat pencatatan sipil

! : 1pi

Lerdaso cimbentahudl
sdananan pemibenle ja register dan kutipan akta catatan sipil

wrphuat ;_'ir,n.“ni‘.llfjf]lf pan
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Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 50

1) Fencatatat st . g
(1) Pencatatan peristwa penting lainnya ditakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan

penduduk yang bersangkutan setelah :
- chuatan hakum tetap adanya putusan pengadilan riegeri yang telah memperoleh

(¢} Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga

putuli} han sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
EABV
PEMBIAYAAN

Pasal 51

1w biaya penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dapat dipungut biaya
uousi

slentuan pungutan biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri
ienaan Peraturan Daerah.

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 52

Penyidik Pegawai Negen Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenag khusus
~abagai penyidik untuk melakukan penyidikan tndak pidana Pelanggaran Peraturan Daerah
-ebagaimana dimahsud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
) Vlewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalar. ayat (1) adalah
2 menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaaq dgnga_n
tindak pidana dibidang Retribusi Dagrah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih

lengkap dan jelas
b meneliti, mencari dan mengqmpul
kebanaran perbuatan yang dalakpk
¢ meminta keterangan danDbukhhd
Jidana dibidang Retribusi Daeran ; |
d f:.::,:f..? lselx bul?u . pyhu, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan
tindzk pidana dibidang Retribust Daerah ; |
& ri.e!a?f? an penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
‘ dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukt lersebut;
f n-uemm.tv'a bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
jbidang Retribusi Daerah ‘
( :nt;?\au;fm perhent, melarang seseorang menlnggalka_n ruangan atau tempat pada saat
’ pp[ni”l-saan sedang berlangsung dan memeriksa identitas crang da / atau dokumen yang
e . i hurufe ;
awa sebagaimand dimaksud pada ¥ _ |
h ﬁigfné:ex sege;orang yang berkaitan tindak pidana ReUIbu§1 Daerah ; .
i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

\enghentikan penyidihan, | |
{- .‘lii."i;‘i';i, tingakan jain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tndak pidana dibidang
r elri‘tn‘lsu'daerah menurut Hukum yang dipertanggung jawabkan.

: : imak lam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidik

(1 Penvidi sebagaimana dimaksud da i | Jidkan dan

) fni‘: lf '(‘i:w, 5;}:‘1?] hastl penyidikannya kepada penuntut umum melalun Penyidih Psjabat Polisi
H q);: q I,{):whm. Indonesia sesual dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang

it um Acara Pidana yang berlaku

kan keterangan ﬁ\engenai orang pribad: atau badan tentang
an sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
ari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak

44
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BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 53

reloniuan Pidana berlaku ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Homor
[abun 2006 :

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

Fartu Feluarga dan KTP spesifikasi lama yang belum berakhir masa berlavunya dinyata<an t€iap
bedakn sebelum digantr berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTHIP
Pasal 55

Kelentuan yang mengalur terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diztur lebih lanjut oleh
Bupat .

Pasal 56
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar seliap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempalannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Banggai

Ditetapkan di Luwuk
A pada tanggal 1 Maret 2007

. BUPATIBANG /AI,
/
/ __

" MA'MUN-ATIR
Duindangkan di Luwuk”
patkatanggal 1 Maged 2007
SEKRETARIS /x/ERAH TPATE”'
i

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2007 NOMOR 4

'I (AM

4
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